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ABSTRAK

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial pemerintah yang bertujuan menyediakan akses pelayanan
kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan
kebijakan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Kota Malang. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan telah cukup berhasil memperluas akses layanan, ditandai dengan capaian
Universal Health Coverage (UHC) sebesar 107,5%. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif dan
merata, masih ditemukan antrian panjang, keterbatasan tenaga medis, perbedaan pelayanan antara pasien
BPJS dan umum, serta lambatnya proses administrasi dan klaim. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan BPJS
Kesehatan di Kota Malang telah berjalan cukup baik dalam meningkatkan akses layanan kesehatan, khususnya
bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi masih memerlukan perbaikan sistem pelayanan, pemerataan
fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan inovasi digital agar lebih
optimal dan berkelanjutan

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan,BPJS Kesehatan,Akses Pelayanan Kesehatan

Pendahuluan

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia sebagai
upaya mewujudkan hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan yang layak, merata, dan terjangkau. Sejak
resmi diluncurkan pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menjadi pilar utama dalam pelaksanaan Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan melindungi seluruh warga negara dari risiko finansial akibat gangguan
kesehatan. Kehadiran BPJS Kesehatan memberikan manfaat yang signifikan, khususnya bagi masyarakat
berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, karena mampu menekan beban biaya kesehatan yang sebelumnya
menjadi hambatan utama dalam mengakses layanan medis.

Namun demikian, implementasi BPJS Kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan masih dihadapkan
pada berbagai tantangan struktural dan operasional. Kualitas kesehatan masyarakat Indonesia secara umum
masih tergolong rendah, yang dipengaruhi oleh tingginya biaya layanan kesehatan, ketimpangan distribusi
tenaga medis, serta keterbatasan akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks pelayanan BPJS,
berbagai permasalahan kerap dialami oleh peserta, seperti antrean panjang di fasilitas kesehatan tingkat pertama
maupun lanjutan, keterlambatan proses rujukan, keterbatasan ruang rawat inap, serta adanya perbedaan
perlakuan antara pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan kualitas
pelayanan yang berpotensi menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan peserta terhadap program BPJS
Kesehatan.

Di Kota Malang, pelaksanaan BPJS Kesehatan menunjukkan capaian yang cukup baik dari sisi
kepesertaan. Pada tahun 2024, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah melampaui target
Universal Health Coverage (UHC) dengan capaian sebesar 107,5 persen. Pencapaian ini menandakan komitmen
pemerintah daerah dalam mendukung perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan. Selain itu, berbagai inovasi
berbasis digital, seperti aplikasi layanan kepesertaan dan sistem administrasi daring, telah dikembangkan untuk
mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi, mulai dari pendaftaran hingga pengelolaan
kepesertaan.

Meskipun demikian, keberhasilan dari sisi kepesertaan belum sepenuhnya diiringi oleh peningkatan
kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan. Berbagai permasalahan masih ditemukan di lapangan, antara lain
keterbatasan jumlah tenaga medis dibandingkan dengan tingginya jumlah peserta, lambannya proses pelayanan
administrasi, pemutusan kepesertaan Penerima Bantuan luran Daerah (PBID) secara mendadak, perubahan
fasilitas kesehatan tingkat pertama tanpa sosialisasi yang memadai, serta berakhirnya kerja sama beberapa rumah
sakit mitra BPJS Kesehatan. Permasalahan-permasalahan tersebut berimplikasi langsung pada terganggunya
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akses dan kontinuitas pelayanan kesehatan bagi peserta.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota
Malang telah menjangkau sebagian besar masyarakat, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan belum
sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan yang dilakukan secara berkelanjutan dan
komprehensif, peningkatan koordinasi antarinstansi terkait, perbaikan sistem pelayanan dan manajemen sumber
daya kesehatan, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi. Langkah- langkah tersebut penting agar
kebijakan BPJS Kesehatan benar-benar mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, berkualitas, dan
berkelanjutan sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan nasional.
Rumusan Masalah

1. Bagaimana evaluasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) dalam meningkatkan
akses pelayanan kesehatan di BPJS Kota Malang?

2. Apahambatan kebijakan BPJS dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

1. Bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan BPJS dalam meningkatkan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan di Kota Malang, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan
memberikan rekomendasi perbaikan agar program ini lebih efektif.

2. Bertujuan untuk mendeskripsikan hambatan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan BPJS di Kota
Malang.Evaluasi ini bertujuan untuk memahami faktor- faktor yang menghalangi peningkatan kualitas
layanan dan mencari solusi untuk mengatasi kendala- kendala tersebut.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat akademik dan praktis sebagai sumber
pengetahuan bagi penulis, mahasiswa, dan civitas akademika Universitas Islam Malang dalam
memahami evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya
terkait peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di BPJS Kota Malang.

2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah Kota Malang dan instansi terkait dalam
merumuskan strategi serta kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan melalui program BPJS.

Tinjauan Pustaka
Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki beragam definisi karena dipengaruhi oleh latar belakang dan pendekatan para
ahli, namun secara umum dipahami sebagai tindakan nyata pemerintah dalam mengatasi masalah publik.
Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan
oleh pemerintah, sedangkan Carl Friedrich memandangnya sebagai arah tindakan untuk mencapai tujuan
tertentu dalam lingkungan yang penuh peluang dan hambatan, dan James Anderson menekankan bahwa
kebijakan harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kebijakan publik adalah menciptakan keseimbangan dan
keadilan dalam masyarakat melalui distribusi sumber daya, regulasi dan deregulasi, menjaga stabilitas
pembangunan, serta memperkuat peran negara dan pasar. Dalam perumusannya, kebijakan publik menggunakan
berbagai model pengambilan keputusan, seperti model rasional, incremental, satisficing, dan optimal, yang
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama kebijakan publik adalah menciptakan keteraturan,
keseimbangan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik berperan sebagai instrumen
pemerintah dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya secara adil, mengatur hubungan antara
negara, pasar, dan masyarakat, serta mengoreksi kegagalan pasar dan ketimpangan sosial. Melalui kebijakan
publik, pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan proses sistematis untuk menilai nilai, manfaat, dan dampak suatu
kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai, baik sebelum, selama, maupun setelah pelaksanaan, dengan tujuan
mengetahui keberhasilan atau kegagalan kebijakan dalam menjawab masalah publik. Evaluasi berfungsi
memberikan informasi yang valid mengenai pencapaian tujuan, mengkritisi dasar penetapan kebijakan, serta
menjadi dasar perbaikan kebijakan di masa depan. Menurut Dunn, evaluasi dilakukan berdasarkan beberapa
kriteria utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, dan responsivitas. Dalam konteks BPJS
Kesehatan di Kota Malang, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya optimal karena
masih ditemui pelayanan yang lambat, keterbatasan tenaga medis dan fasilitas, ketimpangan distribusi layanan,
serta rendahnya daya tanggap terhadap kebutuhan peserta. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara
tujuan kebijakan dan realitas pelaksanaan, sehingga diperlukan perbaikan sistem pelayanan, manajemen sumber
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daya, dan mekanisme pengawasan agar kebijakan benar-benar mampu meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan kesehatan secara adil dan berkelanjutan. Dalam konteks kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang,
hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memberikan kontribusi positif dalam memperluas akses
pelayanan kesehatan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, pencapaian tersebut
belum sepenuhnya optimal jika ditinjau dari kriteria evaluasi kebijakan. Masih ditemui berbagai permasalahan,
seperti lambatnya pelayanan kesehatan, keterbatasan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, ketimpangan
distribusi layanan antarwilayah, serta rendahnya daya tanggap pelayanan terhadap keluhan dan kebutuhan
peserta BPJS. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang mengedepankan
pemerataan dan kualitas pelayanan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan upaya yang dilakukan secara individu maupun kolektif dalam suatu
organisasi untuk meningkatkan derajat kesehatan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
yang mencakup pencegahan, pengobatan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan individu dan masyarakat,
sebagaimana didefinisikan oleh berbagai ahli dan diperkuat dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pelayanan ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang setara dengan pangan dan pendidikan, diselenggarakan
secara profesional oleh tenaga medis dan nonmedis, serta bertujuan memberikan layanan yang mudah diakses,
terjangkau, dan bermutu. Pelayanan kesehatan yang baik harus tersedia secara merata, berkesinambungan,
efektif, efisien, dan berkeadilan agar mampu memenuhi bahkan melampaui harapan masyarakat, sekaligus
menjamin distribusi sumber daya kesehatan yang adil. Dengan demikian, pelayanan kesehatan menjadi bagian
penting dari sistem pelayanan publik yang menuntut tanggung jawab etis dan profesional penyedia layanan
demi keselamatan dan kesejahteraan pasien. Pelayanan kesehatan yang berkualitas ditandai oleh ketersediaan
layanan yang merata, kemudahan akses, keterjangkauan biaya, serta mutu pelayanan yang sesuai dengan standar.
Selain itu, pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, dan efisien agar dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Prinsip keadilan juga menjadi aspek penting dalam pelayanan
kesehatan, khususnya dalam menjamin distribusi sumber daya kesehatan seperti tenaga medis, fasilitas, dan
pembiayaan agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan antarwilayah maupun antar kelompok sosial.

BPJS

BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,
yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai hasil transformasi dari lembaga jaminan
sosial sebelumnya sesuai UU No. 40 Tahun 2004. BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan jaminan
kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan ekuitas,
dengan tujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Penyelenggaraan BPJS
berlandaskan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial, serta bertujuan mewujudkan kesejahteraan sosial
melalui pelayanan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, BPJS
berpedoman pada konsep RATER yang meliputi ketanggapan, jaminan, bukti fisik, empati, dan keandalan agar
tercipta kepuasan serta kepercayaan peserta terhadap layanan yang diberikan. BPJS Kesehatan memiliki fungsi
utama untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia secara menyeluruh dan
berkesinambungan. Program jaminan kesehatan ini dilaksanakan berdasarkan prinsip asuransi sosial, yaitu
prinsip gotong royong di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, serta prinsip ekuitas yang
menekankan kesetaraan dalam memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, bukan
berdasarkan kemampuan membayar. Tujuan utama BPJS Kesehatan adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan
dasar kesehatan masyarakat agar setiap warga negara memiliki perlindungan terhadap risiko finansial akibat
sakit dan dapat mengakses pelayanan kesehatan yang layak.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami fenomena sosial secara
mendalam melalui penggambaran fakta dalam bentuk kata-kata, sebagaimana dikemukakan oleh Moleong serta
Bogdan dan Taylor. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara faktual pelaksanaan kebijakan BPJS
dan dampaknya terhadap pelayanan kesehatan. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh langsung
dari informan yang kompeten dan terpercaya, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, laporan, dan
data pendukung lainnya. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif guna memberikan pemahaman
menyeluruh serta temuan baru terkait efektivitas kebijakan BPJS dalam meningkatkan kualitas layanan
kesehatan.

Fokus Penelitian
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Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan mengevaluasi kebijakan BPJS dalam meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan di Kota Malang dengan mengidentifikasi kebijakan yang diterapkan, dampaknya terhadap
akses dan mutu layanan, serta merumuskan standar evaluasi untuk optimalisasi kebijakan. Evaluasi dilakukan
berdasarkan enam indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan BPJS, meliputi overload
pasien, kompleksitas regulasi administratif, serta kesenjangan kualitas layanan antara pasien BPJS dan pasien.
Fokus penelitian pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) dalam meningkatkan akses pelayanan
kesehatan di BPJS Kota Malang diantaranya adalah

a. Efektivitas (Effectiveness)
b. Efisiensi (Efficiency)

c. Kecukupan (Adequacy)

d. Perataan (Equity)

e.

Responsivitas (Responsiveness)

f.  Ketepatan (Accuracy)
2. Hambatan kebijakan BPJS dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di BPJS Kota Malang
adalah

a. Overload pasien di BPJS Kota Malang

b. Regulasi administratif yang kompleks

c. Kesenjangan kualitas layanan antara pasien BPJS dan umum

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah BPJS Kesehatan Kota Malang yang dipilih sebagai tempat utama pengumpulan
data terkait evaluasi kebijakan BPJS dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Pemilihan lokasi ini
bertujuan mempermudah pencapaian sasaran penelitian serta memungkinkan peneliti mengkaji secara langsung
penerapan kebijakan, faktor pendukung dan penghambat efektivitas layanan, serta kualitas pelayanan yang
diterima masyarakat. Melalui penelitian di BPJS Kota Malang, diharapkan diperoleh wawasan yang bermanfaat
bagi peningkatan efisiensi dan mutu pelayanan kesehatan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data yaitu:

a) DataPrimer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang memberikan informasi kepada peneliti.
Data ini dikumpulkan melalui wawancara dengan subjek penelitian serta melalui observasi atau
pengamatan langsung di lapangan.

b) Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui
pihak lain atau dokumen yang relevan. Data sekunder juga berfungsi sebagai data pendukung yang biasanya
dihimpun melalui studi pustaka, seperti penelusuran buku, peraturan perundang-undangan, laporan,
maupun dokumen lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati langsung fenomena yang diteliti. Dalam
penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat secara nyata pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di
Kota Malang, khususnya terkait akses pelayanan kesehatan. Peneliti mengamati alur pelayanan,
ketersediaan sarana prasarana, interaksi petugas dengan peserta BPJS, serta hambatan pelayanan. Menurut
Sugiyono (2020), observasi efektif karena memberikan gambaran faktual yang tidak selalu diperoleh
melalui wawancara atau dokumen. Observasi dilakukan selama satu bulan dengan tiga kali kunjungan,
masing-masing 1-2 jam, untuk memperoleh data pendukung yang komprehensif.
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b) Wawancara

c)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan informan. Dalam
penelitian ini, wawancara dilakukan kepada petugas kesehatan, peserta BPJS, dan masyarakat pengguna
layanan untuk menggali pengalaman, hambatan, serta harapan terhadap pelayanan BPJS. Moleong (2018)
menyatakan bahwa wawancara penting dalam penelitian kualitatif karena menghasilkan data yang
mendalam. Informan dipilih secara purposif dan wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan agar
data yang diperoleh terarah dan relevan.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui penelaahan dokumen tertulis yang relevan dengan
penelitian. Data diperoleh dari laporan BPJS, dokumen fasilitas kesehatan, data peserta BPJS, serta arsip
kebijakan pelayanan. Menurut Sugiyono (2020), dokumentasi penting sebagai bukti empiris yang
mendukung analisis. Dokumen yang digunakan harus valid dan kredibel (Baxter & Jack, 2008). Bentuk
dokumentasi meliputi foto pelayanan BPJS, foto wawancara, dan dokumen struktur organisasi fasilitas
kesehatan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan menggunakan

model Miles, Huberman, dan Saldana. Proses analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam
terhadap data yang diperoleh di lapangan hingga menghasilkan kesimpulan yang valid. Tahapan analisis data
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara

mendalam, dan dokumentasi. Proses ini berlangsung dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan
data yang beragam dan cukup banyak.

. Kondensasi Data (Data Condensation) Kondensasi data dilakukan dengan mereduksi data melalui proses

selecting, focusing, simplifying, abstracting, dan transforming. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi dan
memfokuskan data yang relevan dengan penelitian, menyederhanakan informasi, merangkum inti temuan,
serta mengelompokkan data sesuai indikator evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan
akses pelayanan kesehatan di Kota Malang.
1. Selecting
Peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan kebijakan BPJS
Kesehatan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Kota Malang, yang bersumber dari
dokumen resmi dan hasil wawancara.
2. Focusing
Data yang telah dipilih kemudian difokuskan pada aspek yang berkaitan langsung dengan rumusan
masalah, khususnya indikator akses layanan kesehatan seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan,
pemerataan, dan responsivitas.
3. Simplifying
Data disederhanakan dengan memadatkan informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumen, serta
menghilangkan data yang berulang atau tidak relevan agar tetap mempertahankan makna utama.
4. Abstracting
Peneliti merangkum inti temuan untuk menemukan pola umum, permasalahan akses layanan, respons
petugas, serta faktor kebijakan yang memengaruhi pelaksanaan BPJS Kesehatan.
5. Transforming
Data yang telah dianalisis ditransformasikan ke dalam bentuk ringkasan, pengelompokan indikator,
tabel, atau matriks guna memudahkan identifikasi pola, perbandingan temuan, dan penarikan
kesimpulan.

. Penyajian Data (Data Display). Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, bagan, atau

matriks untuk memudahkan pemahaman dan analisis hubungan antar data.

. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan (Conclusion Drawing and Verification). Kesimpulan ditarik

secara bertahap dan terus diverifikasi dengan data yang diperoleh di lapangan. Kesimpulan yang dihasilkan
merupakan temuan baru yang memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan serta hambatan
kebijakan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Kota Malang.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015), triangulasi adalah pemeriksaan data yang diperoleh dari beragam sumber,

dengan teknik yang berbeda, dan/atau pada waktu yang bervariasi (berbeda) untuk meningkatkan reliabilitas dan
kredibilitas temuan. Dalam penelitian ini diterapkan tiga bentuk triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber. Dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan dan sumber

pendukung, seperti hasil wawancara, observasi, serta dokumen terkait kebijakan BPJS. Perbedaan
informasi diklarifikasi kembali kepada informan hingga diperoleh data yang konsisten dan kredibel.
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2.

Triangulasi Teknik. Diterapkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, yaitu

wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Data dari wawancara dicek kembali melalui observasi dan

dokumen pendukung untuk memastikan keakuratan informasi.
Triangulasi Waktu. Dilakukan melalui pengumpulan data pada waktu yang berbeda, baik wawancara
maupun observasi secara berulang. Cara ini bertujuan memastikan konsistensi data dan menghindari bias
situasional dalam menilai pelaksanaan kebijakan BPJS.

Hasil dan Pembahasan
1. Evaluasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan di Kota
Malang

1.

Efektivitas

Kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang pada dasarnya telah mampu meningkatkan akses pelayanan
kesehatan bagi masyarakat, khususnya dalam mengurangi hambatan biaya pengobatan. Hal ini
tercermin dari tingginya tingkat kepesertaan serta meningkatnya pemanfaatan fasilitas kesehatan, baik
di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) maupun rumah sakit rujukan. Sosialisasi
kebijakan, dukungan regulasi nasional, serta pemanfaatan layanan digital seperti aplikasi Mobile JKN
turut berkontribusi dalam mempermudah akses administrasi peserta. Namun demikian, efektivitas
kebijakan belum sepenuhnya tercapai karena masih dijumpai antrean panjang di fasilitas kesehatan,
overload pasien di rumah sakit rujukan, keterbatasan tenaga medis, serta mekanisme rujukan berjenjang
yang belum berjalan secara optimal, sehingga berdampak pada lamanya waktu tunggu pelayanan.
Namun demikian, efektivitas kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang belum sepenuhnya optimal.
Berbagai permasalahan masih dijumpai di lapangan, seperti antrean pelayanan yang panjang, kondisi
overload pasien di rumah sakit rujukan, keterbatasan jumlah dan distribusi tenaga medis, serta
mekanisme rujukan berjenjang yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut berdampak pada
lamanya waktu tunggu pelayanan dan menurunkan kualitas layanan yang diterima peserta. Oleh karena
itu, meskipun kebijakan BPJS Kesehatan telah mampu meningkatkan akses pelayanan kesehatan,
masih diperlukan perbaikan pada aspek manajemen layanan, penguatan kapasitas fasilitas kesehatan,
serta optimalisasi sistem rujukan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

Efisiensi

Dari aspek efisiensi, implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang masih menghadapi
berbagai tantangan struktural dan operasional. Peningkatan jumlah peserta belum diimbangi dengan
kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta sistem pelayanan yang memadai. Prosedur
administrasi yang relatif kompleks, proses klaim rumah sakit yang memerlukan waktu lama, serta
belum optimalnya pemanfaatan sistem digital menyebabkan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya
belum berjalan secara efisien. Selain itu, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat juga memicu
ketergantungan pada layanan tatap muka, yang pada akhirnya memperpanjang antrean pelayanan.
Selain itu, prosedur administrasi BPJS Kesehatan yang relatif kompleks, mulai dari pendaftaran,
rujukan, hingga proses klaim rumah sakit, masih memerlukan waktu yang cukup lama. Keterlambatan
pencairan klaim tidak hanya berdampak pada efisiensi pelayanan, tetapi juga memengaruhi operasional
fasilitas kesehatan dalam menyediakan layanan yang berkualitas. Pemanfaatan sistem digital yang
seharusnya dapat mempercepat proses pelayanan juga belum berjalan optimal, baik karena keterbatasan
infrastruktur teknologi maupun kendala kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikannya.
Kecukupan

Dari sisi kecukupan, kebijakan BPJS Kesehatan telah menjangkau hampir seluruh penduduk Kota
Malang, sehingga secara kuantitatif dinilai cukup memadai. Namun, secara kualitatif kecukupan
layanan belum sepenuhnya terpenuhi, terutama dalam penyediaan layanan lanjutan dan spesialis.
Keterbatasan kapasitas rumah sakit, ruang rawat inap, ketersediaan dokter spesialis, serta ketersediaan
obat tertentu menyebabkan kebutuhan pelayanan kesehatan peserta BPJS belum sepenuhnya dapat
dipenuhi secara tepat waktu dan menyeluruh. Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek kualitatif,
kecukupan layanan kesehatan yang disediakan melalui skema BPJS Kesehatan belum sepenuhnya
terpenuhi. Keterbatasan kapasitas rumah sakit rujukan, jumlah ruang rawat inap, serta ketersediaan
dokter spesialis di beberapa fasilitas kesehatan menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan
layanan lanjutan peserta. Selain itu, ketersediaan obat-obatan tertentu yang belum merata juga
menyebabkan peserta harus menunggu lebih lama atau mencari alternatif fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya.

Pemerataan

Pemerataan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Malang relatif telah tercapai, namun pemerataan
pelayanan kesehatan masih menghadapi ketimpangan. Distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis
masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota, sementara wilayah pinggiran mengalami keterbatasan akses
layanan. Kondisi ini berdampak pada perbedaan kualitas dan kecepatan pelayanan yang diterima
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peserta, khususnya bagi peserta PBI dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur
kesehatan.Distribusi fasilitas kesehatan dan tenaga medis masih cenderung terkonsentrasi di wilayah
pusat kota yang memiliki infrastruktur lebih lengkap, sementara wilayah pinggiran kota menghadapi
keterbatasan jumlah fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta sarana penunjang layanan. Ketimpangan
ini menyebabkan perbedaan kualitas, kecepatan, dan kenyamanan pelayanan yang diterima peserta
BPJS, terutama bagi peserta Penerima Bantuan luran (PBI) dan masyarakat yang tinggal di wilayah
dengan akses infrastruktur kesehatan yang terbatas.

Responsivitas

Responsivitas BPJS Kesehatan di Kota Malang tergolong cukup baik dalam aspek pelayanan
administrasi dan pengelolaan pengaduan. Peserta dapat menyampaikan keluhan melalui berbagai kanal
resmi, baik secara langsung maupun melalui layanan digital, dan memperoleh tindak lanjut dari pihak
terkait. Namun, responsivitas pelayanan medis langsung di fasilitas kesehatan masih relatif rendah
akibat tingginya beban pasien, keterbatasan kapasitas rumah sakit, serta tingginya beban kerja tenaga
kesehatan, yang berdampak pada kualitas interaksi dan kecepatan pelayanan. Namun demikian,
responsivitas dalam pelayanan medis secara langsung di fasilitas kesehatan masih menghadapi berbagai
keterbatasan. Tingginya jumlah pasien, khususnya di rumah sakit rujukan, belum diimbangi dengan
kapasitas fasilitas dan jumlah tenaga kesehatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan beban kerja
tenaga medis menjadi tinggi, sehingga berdampak pada kecepatan pelayanan, intensitas komunikasi
antara petugas kesehatan dan pasien, serta kualitas interaksi pelayanan secara keseluruhan.

Ketepatan

Kebijakan BPJS Kesehatan dinilai tepat sasaran karena mampu menjangkau kelompok masyarakat
miskin dan rentan melalui skema PBI serta memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat
secara luas. Namun, ketepatan tujuan kebijakan belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan sistem
pelayanan dan fasilitas kesehatan. Kendala teknis, keterbatasan sumber daya, serta dinamika kerja sama
dengan fasilitas kesehatan mitra menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi pencapaian tujuan
kebijakan.Namun demikian, ketepatan sasaran kebijakan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh
kesiapan sistem pelayanan dan fasilitas kesehatan di lapangan. Berbagai kendala teknis, seperti
keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan, jumlah tenaga medis yang belum sebanding dengan jumlah
peserta, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, masih menjadi hambatan dalam
mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal. Selain itu, dinamika kerja sama antara BPJS
Kesehatan dengan fasilitas kesehatan mitra, termasuk berakhirnya kontrak kerja sama dengan beberapa
rumah sakit, turut memengaruhi kesinambungan dan kelancaran pelayanan bagi peserta.

2. Hambatan Kebijakan BPJS Kesehatan yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Kesehatan di Kota

Malang
1.

Overload Pasien

Overload pasien merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan di Kota
Malang. Lonjakan jumlah peserta menyebabkan meningkatnya kunjungan ke fasilitas kesehatan,
khususnya rumah sakit rujukan, sehingga memicu antrean panjang, lamanya waktu tunggu rawat jalan
dan rawat inap, serta penurunan kualitas pelayanan yang diterima peserta. Kondisi ini juga
meningkatkan beban kerja tenaga kesehatan dan berpotensi menurunkan mutu layanan secara
keseluruhan.Secara keseluruhan, overload pasien menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara
permintaan layanan kesehatan dengan kapasitas sistem pelayanan yang tersedia. Hal ini menegaskan
perlunya penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pemerataan distribusi pasien melalui sistem
rujukan yang lebih efektif, serta penambahan dan pemerataan tenaga kesehatan agar kualitas
pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Malang dapat tetap terjaga dan berkelanjutan.

Regulasi Administrasi yang Kompleks

Regulasi administrasi BPJS Kesehatan yang berlapis dan ketat sering kali memperlambat proses
pelayanan kesehatan. Prosedur rujukan berjenjang, verifikasi data kepesertaan, serta mekanisme
klaim pembiayaan menambah beban kerja petugas kesehatan dan menyulitkan peserta dalam
mengakses layanan. Kompleksitas administrasi ini berdampak pada menurunnya efisiensi
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pelayanan serta kenyamanan peserta BPJS. Secara keseluruhan, regulasi administrasi yang belum
sederhana dan efisien menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem birokrasi BPJS Kesehatan.
Penyederhanaan prosedur administrasi, optimalisasi pemanfaatan sistem digital, serta peningkatan
integrasi data antarinstansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan
memastikan peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh layanan kesehatan secara lebih cepat, mudah,
dan nyaman.
3. Kesenjangan Kualitas Layanan antara Pasien BPJS dan Umum

Masih terdapat kesenjangan kualitas layanan antara pasien BPJS dan pasien umum, terutama dalam
aspek waktu tunggu, kenyamanan fasilitas, serta fleksibilitas layanan. Pasien BPJS cenderung
mengalami waktu tunggu lebih lama dan keterbatasan pilihan layanan dibandingkan pasien umum.
Kondisi ini menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan peserta BPJS dan menunjukkan bahwa
tujuan kesetaraan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pelayanan di
lapangan. Oleh karena itu, masih ditemukannya perbedaan kualitas layanan antara pasien BPJS dan
pasien umum menunjukkan bahwa tujuan kesetaraan pelayanan kesehatan belum sepenuhnya
terwujud dalam praktik di lapangan. Hal ini menegaskan perlunya pengawasan yang lebih ketat
terhadap fasilitas kesehatan mitra, penegakan standar pelayanan yang sama bagi seluruh pasien, serta
peningkatan kapasitas dan manajemen pelayanan agar setiap peserta BPJS Kesehatan memperoleh
layanan kesehatan yang setara, bermutu, dan berkeadilan.

Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian serta uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan

bahwa:
1. Evaluasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah
berjalan cukup baik dan sistematis melalui peningkatan kepesertaan, digitalisasi layanan administrasi,
serta penyediaan fasilitas rujukan. Berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan,
responsivitas, dan ketepatan, kebijakan BPJS dinilai efektif dalam memperluas akses layanan kesehatan.
Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terkendala antrean panjang, keterlambatan rujukan
dan klaim, serta belum meratanya distribusi tenaga medis dan fasilitas kesehatan.
2. Hambatan utama kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang meliputi overload pasien di rumah sakit,
birokrasi administrasi yang berbelit, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sosialisasi, serta
adanya perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien umum. Hambatan tersebut menunjukkan
perlunya penguatan sinergi antara BPJS, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan, disertai peningkatan
transparansi, pengawasan, dan edukasi masyarakat agar kualitas pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan
secara merata.

Saran
Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait untuk
meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan BPJS Kesehatan dalam meningkatkan akses pelayanan
kesehatan di Kota Malang. Rekomendasi ini ditujukan untuk memperkuat kualitas layanan, pemerataan akses,
serta keberlanjutan implementasi kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Malang.
1. Bagi Pemerintah Kota Malang
Pemerintah Kota Malang perlu memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan implementasi
kebijakan BPJS berjalan efektif. Upaya yang disarankan meliputi peningkatan alokasi anggaran
kesehatan, pemerataan fasilitas dan tenaga medis, penguatan FKTP sebagai layanan dasar,
penyempurnaan sistem rujukan digital, percepatan aktivasi peserta PBID, serta pengawasan terhadap
praktik diskriminasi layanan. Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan edukasi masyarakat,
menjamin keberlanjutan kerja sama dengan rumah sakit mitra, menyediakan layanan pengaduan yang
transparan, dan memberikan insentif serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis.
2. Bagi BPJS Kesehatan Kota Malang
BPJS Kesehatan diharapkan menyederhanakan prosedur administrasi dan mempercepat klaim melalui
digitalisasi penuh, mengoptimalkan layanan Mobile JKN, serta mendekatkan layanan administrasi ke
tingkat kecamatan atau kelurahan. BPJS juga perlu memperkuat kerja sama dengan rumah sakit mitra
melalui standar layanan yang jelas, meningkatkan manajemen pasien kronis, menyediakan sistem
pemantauan rujukan dan klaim, membuka kanal pengaduan yang responsif, serta meningkatkan kapasitas
dan kualitas petugas layanan. Sosialisasi perubahan kebijakan dan kolaborasi dengan pemerintah daerah
dalam program promotif-preventif juga perlu ditingkatkan.
3. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan lebih aktif memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN, memanfaatkan
layanan digital BPJS, serta mengikuti prosedur pelayanan melalui FKTP. Partisipasi masyarakat dalam
melaporkan pelayanan yang tidak sesuai, mengikuti kegiatan promotif-preventif, menjaga pola hidup
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sehat, dan terlibat dalam forum evaluasi kebijakan menjadi penting. Selain itu, masyarakat perlu
menyimpan dokumen kesehatan dengan baik dan menggunakan kanal pengaduan secara cerdas untuk
mendukung perbaikan kualitas layanan kesehatan.
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